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PENETAPAN
Nomor 145/Pdt.G/2015/PA.Pwl

PSS ] A T] PO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai
Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi
Barat, sebagai Penggugat.

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 13 April 2015 dan telah terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 145/Pdt.G/2015/PA.Pwl

tanggal 13 April 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari
Minggu tanggal 18 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal H. berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor 69/30/11/2009, tertanggal 18 Maret 2015, yang diterbitkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

2  Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
rumah kontrakan di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan
terakhir di rumah kontrakan di Makassar selama 4 tahun 9 bulan.

3 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang

anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun.
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4 Bahwa pada akhir tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai
dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi bola dan
judi kartu dan bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti "kamu
anjing, perempuan pelacur dan kamu istri sial".

5 Bahwa pada bulan Oktober 2011, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Tergugat sering SMSan dengan perempuan lain.

6 Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan
Tergugat dan pulang ke rumah keluarga Penggugat.

7 Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat
ini sudah berjalan 3 tahun 5 bulan, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai
kepala rumah tangga.

8 Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada
harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.

9 Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan
kembali dan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa
sepengetahuan Penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama.

10 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan
Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai
Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan
memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat

(PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan

ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
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wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke
muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka
sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di
dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh
halangan yang sah.

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera
Pengadilan Agama Polewali telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan
suratnya Nomor W20-A22/725/Hk.05/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 agar Penggugat
menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan
terhitung sejak tanggal teguran tersebut.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Polewali telah pula membuat
laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 145/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 7
September 2015 yang isinya Penggugat sampai batas waktu yang ditetapkan tidak
menambah lagi verskot biaya perkaranya.

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara

Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai

di muka.
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di
muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu
dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir
lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa
hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan juga dipanggil
secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara telah habis dan Penggugat
telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan
Agama Polewali Nomor W20-A22/725/Hk.05/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015, akan
tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu
Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan
gugatannya.

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam
mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat
tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dari register perkara dan memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya
yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti
tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
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1. Membatalkan perkara Nomor 145/Pdt.G/2015/PA.Pwl.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebankan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada
hari Selasa tanggal 29 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah
1436 Hijriyah, oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti
Zainab Pelupessy, S.HI, M.H., dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan

tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.H]J

Rajiman, S.HI
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1. |Pendaftaran : [Rp {30.000,00
2.|ATK Perkara |- |[Rp |50.000,00
3.|Panggilan : |Rp (373.000,00
4.|Redaksi : |Rp 15.000,00
5.|Meterai : |Rp 16.000,00

Jumlah : |Rp [464.000,00
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